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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 
1 ayat (3) amandemen tiga secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum 
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 
serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin 
perlindungan terhadap anak. Arti dari Anak dalam penjelasan dalam Pasal 1 
Undang-Undang 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan baik atas segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan 
penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk 
diskriminasi. (Shanty Dellyana,1998:5).  
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik 
Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat 
sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi 
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa(Sumiarni,2000:24). 
Anak adalah generasi penerus bangsa sebagai tunas bangsa yang akan 
melanjutkan eksistensi suatu bangsa dimana anak itu tinggal.  Namun 
faktanya, sekarang ini anak malah menjadi sasaran dari objek kekerasan, baik 
di dalam rumah maupun di lingkungan anak tersebut tinggal. Anak yang 
masih dalam keadaan belum berdaya malah banyak menjadi sasaran tindak 
pidana, dimana seringkali perbuatan tersebut dilakukan langsung oleh orang 
yang lebih dewasa dengan berbagai bentuk, dari kekerasan fisik dan juga 
kekerasan verbal. Sebagai contoh nyata adanya kekerasan fisik yang menimpa 
seorang anak adalah adanya tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah 
umur yang disertai dengan membawa lari. Fakta tersebut hanya sebagian 
contoh kecil dari banyaknya kasus Tindak Pidana yang menjadikan anak 
sebagai korban. 
Tidak dapat dipungkiri tindak pidana persetubuhan merupakan tindak 
pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih 
memprihatinkan  lagi karena  korbannya  adalah  anak.  Negara Indonesia 
telah menetapkan Tindak Pidana kekerasan terhadap anak termasuk dalam 
golongan kejahatan luar biasa. Dilatarbelakangi oleh banyaknya kekerasan 
yang menimpa anak-anak di Indonesia dimana pelaku mayoritas adalah orang-
orang yang berada disekitar anak itu tinggal seperti orang tua, saudara, teman, 
dan orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak tersebut membuat 
Indonesia dinyatakan sebagai Negara Darurat Kekerasan Terhadap Anak. 
Anak  banyak  menjadi korban  tindak  pidana  persetubuhan    karena  
kurangnya  perhatian  dari orang  tua  serta  kondisi  lingkungan  anak  yang  
mendukung  terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, selain itu secara fisik 
dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa 
depan mereka karena tindak pidana perkosaan memberikan dampak yang 
cukup besar  terhadap  anak  baik  secara  fisik  maupun  mental  yang 
mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain. Sebenarnya hal demikian dapat 
dihindari jika lingkungan disekitar anak tersebut mampu menjadi lingkungan 
yang ramah anak dan peduli terhadap tumbuh kembang ana, karena factor 
lingkungan sebagai factor utama penyebab banyaknya kekerasan terhadap 
anak, dimana semakin tidak pedulinya lingkungan tempat dimana anak itu 
tinggal, semakin besar kemungkinan anak tersebut menjadi korban kekerasan. 
Sekarang ini banyak dijumpai kasus yang melibatkan anak sebagai 
korban. Kasus kekerasan tetrhadap anak bukan hal yang biasa, sudah 
dikatakan sebagai hal yang luar biasa. Terlebih Anak disini lebih didominasi 
oleh anak gadis yang baru memasuki usia remaja, dimana adalah masa untuk 
menemukan jati dirinya. Anak gadis yang sedang mencari jati dan eksistensi 
kerap kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana kekerasan 
terhadap anak. Kasus yang marak sekarang ini adalah kasus melarikan anak di 
bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan 
dan ironisnya tindakan ini sering diiikuti dengan perbuatan pencabulan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai hal akan diupayakan oleh pelaku 
tindak pidana untuk bisa mengelabuhi korbannya yang masih tergolong 
sebagai anak-anak, serti melakukan tipu daya kemudian melarikan anak 
tersebut hingga setelah itu dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan 
Pelaku Tindak Pidana 
Berdasarkan hal ini, tipu daya ternyata menjadi pemicu utama kasus 
melarikan anak dibawah umur. Terutama terhadap anak wanita yang masih 
dibawah umur atau duduk di bangku sekolah pertama dan menengah, Yang 
mana kondisi yang psikologinya yang masih labil, membuat mereka begitu 
mudah termakan semua kebohongan  dari  lawan  jenisnya,  mereka  pun  mau  
secara  sadar  atau  tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya, 
Apabila ketika orang tua tidak menyetujui atau menentang hubungan 
percintaan atau pacaran yang mereka jalin, Mereka pun nekat meninggalkan 
rumah, meskipun harus melawan perintah orang tuanya.  Perkembangan 
teknologi yang salah pemanfaatannya juga dapat menjadi pemicu terjadinya 
tindak pidana ini. Misalnya saja berawal dari perkenalan lewat Facebook, 
BlackBerry, Handphone. Kemudian berlanjut saling bertemu. Akhirnya 
sampai si korban termakan bujuk rayu dan mau dibawa lari oleh pelaku. 
Tindak pidana membawa pergi wanita yang belum dewasa disertai pencabulan 
ini dapat terjadi karena pergaulan yang tidak benar. Salah bergaul juga sangat 
mempengaruhi.  Ditambah  lemahnya  pengawasan  orang  tua  serta  
rendahnya pendidikan agama. (www.kaltengpos.web.id diakses pada 10 
Desember 2017 pukul 19.15 WIB) 
Seiring berjalannya waktu  peristiwa kejahatan ini  selalu bertambah  
tentunya  ini  menjadi  masalah  bagi  masyarakat,  karena  pelakunya adalah  
orang  terdekat  atau  dikenal  oleh  korbannya  dan  merupakan  hal  yang 
kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya. 
Penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan 
tindak  pidana melarikan perempuan dibawah umur sebenarnya harus  di  
lakukan sedini  mungkin  agar anak-anak  dapat menikmati  masa  kecilnya 
dengan  aman. Oleh  karena  itu,  tidak  hanya aparat penegak hukum yang 
berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan mayarakat berperan 
aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari 
tindakan pidana tersebut. 
Penegak hukum juga memiliki peran yang penting dalam 
menghapuskan Tindak Pidana terhadap anak, tanpa melupakan peranan dari 
masyarakat yang tidak kalah pentingnya. Tapi pada dasarnya masyarakat tidak 
memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku tindak 
pidana khususnya terhadap anak. Undang-Undang Indonesia member 
wewenang penuh kepada penegak hukum untuk menindak pelaku tindak 
pidana sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Penegak hukum terutama 
jaksa atau penuntut umum mempunyai peran penting dalam mendakwakan 
perbuatan pidana kepada pelaku pidana. Terlebih jika terjadi dua tindak pidana 
terhadap anak yang dilakukan dalam satu waktu yaitu melarikan anak yang 
masi dibawah umur yang melanggar ketentuan Pasal 332 KUHP dan Pasal 81 
ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penuntut Umum dalam kasus 
tersebut dengan yakin mendakwakan Dakwaan Kumulatif kepada Terdakwa 
yang berarti Penuuntut Umum menggabungkan lebih dari satu tindak pidana 
dalam dakwaannya, yang jika ditinjau dari segi pembuktiannya harus 
memenuhi unsure-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentutan 
KUHAP.  
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